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INTISARI

Penelitian ini berlatar belakang bahwa kewenangan pelaksanaan
pengadaan tanah untuk RUTAN saat ini berada pada Pemerintah Daerah
yang sebelumnya dalam penanganan Instansi BPN, selain itu pelaksanaan
pengadaan tanah ini dibantu dengan adanya campur tangan calo tanah dan
peruntukan lokasi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
yang merupakan penyimpangan dari peraturan Keppres No. 55 Tahun 1993
jo. PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994, untuk itu perlu diketahui dengan jelas
pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. Daerah penelitian yang dipilih
merupakan kecamatan tempat dilaksanakan pengadaan tanah untuk Rumah
Tahanan Negara, yakni di Kecamatan Maritengae. Secara administratif
Kecamatan Maritengae merupakan Ibukota Kabupaten dan sebagai daerah
pengembangan kota.

Untuk mengetahui kesesuaiannya, pelaksanaan pengadaan tanah
untuk rumah tahanan dibandingkan dengan tata cara yang diatur dalam
Keppres No. 55 Tahun 1993 jo. PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994. Pertanyaan
penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian pelaksanaan
pengadaan tanah dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara: studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Populasi dalam
penelitian ini keseluruhan pihak yang terlibat langsung dengan pelaksanaan
pengadaan tanah untuk RUTAN. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan
kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah
untuk RUTAN di Kecamatan Maritengae ini belum sepenuhnya sesuai
dengan Keppres No. 55 Tahun 1993 jo. PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994,
masih ada beberapa hal yang menyimpang dari peraturan. Selain itu ada
penyimpangan lain di luar ketentuan Keppres No. 55 Tahun 1993 jo.
PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994 yang ditemukan yakni adanya praktek
pencaloan tanah dan praktek menghindari pajak BPHTB dan PPh.

Saran yang diajukan adalah agar Bupati selaku pemegang kebijakan di
daerah dapat menyesuaikan kebijakan yang dikeluarkan dengan peraturan
perundangan yang berlaku; dalam pelaksanaan pengadaan tanah sebaiknya
menghindari calo tanah agar lebih menghormati hak pemegang hak atas
tanah dan memotivasi masyarakat untuk berpatisipasi dalam pembangunan;
dan agar Panitia dapat membenahi administrasi dari setiap pelaksanaan
pengadaan tanah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah sebagai salah satu sumberdaya alam dan merupakan

komponen lingkungan hidup, kedudukannya sangat penting bagi

kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini.

Hal ini terjadi karena di atas tanahlah manusia dan makhluk hidup dapat

memenuhi kebutuhan dasarnya dan melangsungkan kehidupannya.

Demikian pentingnya kedudukan tanah dalam kehidupan manusia

maka UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian lebih

lanjut dipertegas di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan

Undang-Undang Pokok Agraria, yang menugaskan kepada negara untuk

mengatur pemanfaatan penguasaan dan penggunaan tanah agar dapat

memberikan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (Pasal 2 ayat (3)

UUPA).

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas



guna menampung semua kebutuhan tersebut relatif tetap dan terbatas

baik luas, potensi maupun kondisi fisiknya. Hal inilah yang menjadi

tantangan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Lembaga

Pemerintahan Non Departemen yang diamanatkan untuk mengelola dan

mengatur tanah. Amanat tersebut berupa menata, mengatur sumber daya

tanah sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk

mewujudkan kemakmuran serta dapat mengakomodasikan semua

kepentingan tanpa menimbulkan benturan.

Dalam mengakomodasikan berbagai kepentingan terhadap tanah-

tanah yang telah dikuasai oleh rakyat dikenal lembaga pembebasan

tanah. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh

pemerintah untuk memperoleh tanah bagi kegiatan pembangunan,

khususnya pembangunan untuk kepentingan umum. Menurut

Kartasapoetra (1992:133) bahwa "untuk memenuhi kebutuhan tanah

dalam pembangunan tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat maka

perlu adanya ketentuan mengenai pembebasan tanah dan perhitungan

ganti kerugiannya". Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah

tersebut sering timbul permasalahan, karena di dalamnya menyangkut

berbagai macam kepentingan masyarakat, terutama kehidupan sosial dan

kesejahteraan masyarakat yang tanahnya terkena kegiatan pembangunan



dalam pembebasan tanah banyak terdapat pada persoalan ganti rugi".

Permasalahan lain pada kegiatan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum terkadang juga disebabkan oleh Panitia Pengadaan

Tanahnya. Hal ini terjadi karena karena Panitia dalam menjalankan

tugasnya kurang mengindahkan peraturan yang berlaku.

Sehubungan dengan kegiatan pengadaan tanah untuk

kepentingan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi

Selatan, salah satu kegiatannya adalah pembangunan Rumah Tahanan

Negara (RUTAN). Pembangunan Rumah Tahanan Negara ini merupakan

suatu kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, karena RUTAN

yang ada di Kecamatan lain, yakni di Kecamatan Rappang Kabupaten

Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sudah tidak dapat

menampung lagi atau kapasitas untuk menampung para narapidana dan

tahanan sudah penuh, sehingga pembangunan RUTAN tersebut

diusahakan secepat mungkin agar stabilitas wilayah dapat terjaga dan

tetap menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para masyarakat.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan RUTAN

mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan



Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 1 Tahun 1994 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Keppres No.55 Tahun 1993

Dalam Pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan

permasalahan yang ada dalam kegiatan pengadaan tanah untuk

pembangunan kepentingan umum, terjadi dalam kegiatan pengadaan

tanah untuk pembangunan Rumah Tahanan di Kecamatan Maritengae,

Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagaimana pra-survey yang dilakukan,

diketahui bahwa peruntukan sebagai Rumah Tahanan Negara di lokasi

yang ditetapkan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku

di Kecamatan Maritengae, selain itu ada informasi lain bahwa

pelaksanaan pengadaan tanah untuk RUTAN tersebut mengandung unsur

pencaloan tanah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penyusun tertarik

untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan

judul: Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

Rumah Tahanan Di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng

Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun mempunyai

pertanyaan penelitian sebagai berikut:



Selatan, sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keppres

No.55 Tahun 1993 jo PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk

Pembangunan Rumah Tahanan di Kecamatan Maritengae,

Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan dengan ketentuan yang

ditetapkan dalam Keppres No.55 Tahun 1993 jo PMNA/KBPN No.1

Tahun 1994.

2. Kegunaan

a. Untuk memberikan masukan bagi Badan Pertanahan Nasional

dalam rangka merumuskan kebijaksanaan di bidang pertanahan,

khususnya peraturan mengenai pengadaan tanah sehingga

masalah pertanahan dari kegiatan Pengadaan tanah untuk

kepentingan umum dapat diminimalisir.

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam pemecahan masalah

pelayanan pertanahan terutama yang disebabkan oleh Pengadaan

Tanah Untuk Kepentingan Umum.

c. Diharapkan dapat membantu berbagai institusi yang membutuhkan

bahan-bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya yang

berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan uraian pada bab-bab terdahulu tentang

pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Rumah Tahanan Negara di

Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidenreng

Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat diajukan beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Rumah Tahanan Negara di

Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi

Sulawesi Selatan masih belum sesuai dengan Peraturan Keppres No.

55 Tahun 1993 jo PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1994.

2. Ketidaksesuaian itu terletak pada Pemohonan Penetapan lokasi

pembangunan, pembentukan Tim Inventarisasi, Kedudukan

Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah, Permohonan Pengadaan

Tanah, Pelaksanaan dan hasil Inventarisasi, pelaksanaan

pembayaran ganti kerugian, pembuatan Surat Pernyataan Pelepasan

Hak Atas Tanah dan permohonan Hak Atas Tanah.

3. Selain penyimpangan yang berhubungan langsung dengan Peraturan

Keppres No. 55 Tahun 1993 jo PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1994,
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terhadap pembayaran Pajak Bea Perolehan Tanah dan Bangunan

(BPHTB) dan Pajak Perolehan Penghasilan (PPh).

B. Saran

1. Pembenahan administrasi perlu ditingkatkan, mengingat dokumen-

dokumen adalah hasil pekerjaan yang harus dipertanggung-

jawabkan. Dengan tertibnya administrasi akan menunjang kepada

keberhasilan pelaksanaan kegiatan, termasuk pelaporannya.

2. Perhatian terhadap Rencana Tata Ruang perlu ditingkatkan, sehingga

perencanaan pembangunan dapat menyesuaikan dengan Rencana

Tata Ruang yang telah ada, bukan sebaliknya. Hal ini sangat penting

karena ketidakpatuhan pada Rencana Tata Ruang akan

menyebabkan keseimbangan lingkungan tergoncang yang akibatnya

bencana terjadi dimana-mana, terutama pada kawasan lindung dan

kawasan rawan bencana.

3. Sebaiknya semua kebijakan Bupati sebagai 'Lidah hukum' di daerah

tetap mengacu kepada peraturan yang ada di atasnya, sehingga tertib

hukum dapat terwujud dan tidak terlihat kerancuan dalam peraturan

perundang-undangan di negara kita.

4. Praktek pencaloan sebaiknya dicegah agar penghormatan kepada

pemegang hak atas tanah dapat dijaga dan partisipasi masyarakat

Halam npmhanniinnn <w»makin mpninnkat
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